KEBIJAKAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM
NEGERI PADA PENGADAAN BARANG/JASA

PUSAT PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Disampaikan pada acara:
Penyusunan Peta Jalan Aksi Afirmatif PDN dan UMKM
1 Maret 2022



O R AKSI AFIRMATIF BAGI PRODUK DALAM NEGERI

Perintah Presiden target belanja PDN dan
UMKM Tahun 2022 Sebesar Rp 400 Triliun

2 3

Belanja Pemerintah wajib untuk Jika ada impor, maka hal tersebut K/L yang mengusulken impor harus
menyampaikan kebijakan, program,

Produk Dalam Negeri, termasuk adalah pengecualian. Besaran _
belanja barang dan jasa. impor{maksimal 10%. dan langkah pengurangan impor
tersebut s.d. 5% pada 2023.

Sumber : Menko Bidang Maritim dan Investasi pada Rakor Antar Menteri Optimalisasi Belanja PDN dan
UMKM Melalui E-Purchasing Dalam Rangka BBI — Februari 2021
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Perindustrian

REPUBLIE INDORESLA

Kementerian/Lembaga Pemilik Anggaran Terbesar

No 8Nama Kementerian/Lembaga Jumlah Anggaran

Kementerian Pertahanan 134,7 Trilliun

Kepolisian Republik Indonesia 111 Trilliun

POTENSI PASAR PRODUK DALAM NEGERI

Pemerintah Daerah Pemilik Anggaran Belanja

Barang dan Belanja Modal Terbesar
No Nama Pemerintah Daerah Jumlah Anggaran

1 Jawa Timur 57,07 Trilliun

Kementerian PUPR 100,6 Trilliun

Jawa Barat 48,85 Trilliun

Kementerian Kesehatan 96,9 Trilliun

Jawa Tengah 39,44 Trilliun

Kementerian Sosial 78,3 Trilliun

DKI Jakarta 38,31 Trilliun

Kementerian Dikbudristek 73 Trilliun

Sumatera Utara 24,75 Trilliun

Kementerian Agama 66,5 Trilliun

Papua 24,09 Trilliun

Kementerian Keuangan 44 Trilliun

Sulawesi Selatan 20,59 Trilliun

Kementerian Perhubungan 32,9 Trilliun

Kalimantan Timur 19,24 Trilliun

10 Kementerian Kominfo 21,8 Trilliun

9 Aceh 19,17 Trilliun

10 Banten 18,75 Trilliun

Sumber : Nota Keuangan Kemenkeu 2022

@ tkdn.kemenperin.go.id @ pusatp3dn@kemenperin.go.id

Sumber : Portal data DJPK, 2022
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Kementerian

= HIERARKIKEBIJAKAN P3DN

Pasal 61 PP 29/2018:

Kewajiban menggunakan Produk Dalam
Negeri dengan nilai TKDN minimal 25%
apabila terdapat produk dalam negeri
dengan nilai penjumlahan TKDN dan
BMP paling sedikit 40%

Pasal 86 UU 3/2014:
uu Mewajibkan untuk menggunakan produk dalam

negeri dalam setiap pengadaan barang/jasanya

3/2014
(K/L/PD/BUMN/BUMD/BUSwasta/Mengusahakan

tentang : . .

) ; sumber daya yang dikuasai negara), termasuk hibah
Perindustrian dan pinjaman DN/LN

PP
29/2018
tentang
Pemberdayaan Industri

Perpres Pasal 66 Perpres 12/2021.:

16/2018 jo 12/2021 Pengadaan barang/jasa
tentang pemerintah wajib menggunakan

produk dalam negeri.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri lainnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan terkait
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€ Bl IMPLEMENTASI P3DN PADA PENGADAAN B/

Q TAHAP
» PERENCANAAN

PERENCANAAN PELAKSANAAN MONITORING

Input Rencana . Pengadaan TKDN . Rekap Tagging PDN

Pengadaan B/J; Penerapan TKDN wajib

Cek barang ber-TKDN; pada barang

Business Matching dgn . Penerapan preferensi
Industri dlm negeri harga

@tkdn.kemenperin.go.id @pusathdn@kemenperin.go.id ,@pusathdn @pusat_pEdn ®D21-52555{}9Ext.4[}19




V== BUSINESS MATCHING
Surat Daftar Business Audit
| Edaran Belanja Matching glmd Teknologi
\
%
Monitoring dan Audit m

Business Matching antara instansi
pengguna dengan penyedia Produk
Dalam Negeri dikoordinasikan oleh

Kementerian Perindustrian
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&) Fedsinn P3DN DI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Arahan Menperin Terkait Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan SE Menperin no 177 tahun 2021 :

Pengumpulan Informasi
Kebutuhan Pengadaan B/J

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor T §/117/M- IND/BMN/IX/2021 Jakarta, 30 September 2021
Sifat Segera
Lampiran -
Hal : Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan
Barang/Jasa di Kementerian Perindustrian

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Kepala Balai; dan

Penyusunan Dokumen Pengadaan o i
(KAK/Spesifikasi Teknis) o Dol crta e memastan sepgnan ros s rger

dalam upaya menurunkan importasi melalui program substitusi impor yang ditargetkan dapat
turun sebesar 35% pada tahun 2022, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Kewaijiban penggunaan produk dalam negeri bagi pengguna produk dalam negeri diatur

di dalam Pasal 85-89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang
03 dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang
ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Menggunakan | Penggunaan Produk Impor/ ) ) _
88 TKDN di bawah 25% Persetujuan dari 2 S Py 1 ot () Pty Fsor N 2 T 2 i
P rOd u k TK D N - Barang/Jasa Pemerintah diatur banhwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus telah
. merencanakan penggunaan produk dalam negeri sejak penyusunan spesifikasi
.. » V Menteri atau yang tokniS/KAK barang/jasa.
Wa J I b —— . Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, agar menjadi pethahan
a. di i wajib

d it u ga S ka n menggunakan produk dengan nilai TKDN minimal 25% apabila lelah terdapat produk

dengan penjumiahan nilai TKDN dan nilai BMP paling sedikit 40%.
b. Penggunaan produk impor atau produk dengan nilai TKDN di bawah 25% hanya
dapat setelah juan tertulis dari Menteri Perindustrian.

¢. Menteri Peril i dapat i mandat It tertulis kepada
04 . Sekretans Jenderal.

d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib

D | Set UJ U I melakukan pengendalian terhadap pemenuhan spesifikasi teknis/KAK dalam
dengan produk dalam negeri.
E Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebark-balknya
/e MENTERl PERINDUSTRIAN

AGUS‘GUMI\NANG KARTASASMITA

Koord inator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Timnas P3DN;

Pela ksa naan Lr:or:lr):wlmﬂdsng erek B;:’I;l;“a\;vaakli(e(uaTmnas P3DN;
Tender/Pemilihan Penyedia

@ tkdn.kemenperin.go.id @ pusatp3dn@kemenperin.go.id ,@pusathdn @pusat_p3dn @ 021-5255509 Ext.4019 D




& BRI, TAHAPAN MONITORING DAN EVALUASI P3DN

Pengumpulan
atas rencana
pengadaan B/J

seluruh Unit
Kerja

@tkdn.kemenperin.go.id

Monitoring
atas realisasi
penggunaan
PDN

Dilakukan berkala
Berdasarkan data
realisasi pada E-
Monitoring

@ pusatp3dn@kemenperin.go.id

ACIEHELER
realisasi
penggunaan
PDN

Capaian realisasi
pembelian PDN;
Rekomendasi untuk
meningkatkan PDN
Dilakukan per semester

’ @pusatp3dn @pusat_p3dn

Pelaporan
evaluasi P3DN

Rekapitulasi realisasi
pada E-Monitoring
Pelaporan setiap akhir
tahun

@ 021-5255509 Ext.4019




4XEHEE  DAFTAR INVENTARISASI B/J) PRODUKSI DALAM NEGERI

& C @ Notsecure | tkdn.kemenperin.go.id

- Y‘ <« C @ Notsecure | tkdnkemenperin.go.id
| > P3N Ba=
DAL

™™™ Rekapitulasi

Rekapitulasi Sertifikat TKDN

#-&, Kementerian
® Perindustrian

" 4

¥

berdaszarkan kelompok barang
dan lokasi perusahaan ~ — MENGUNDUH

.at gratis diberikan

20, Kepulauan Riau
Q#'
3
sen. “ikas;
"/’—__ : i Satu sertifikat yang difasilitasi,
unduh rekapitulasi: vy 8 ‘ ; dapat memuat produk dengan eee

. . v / jenis, bahan baku, dan proses produksi ~ =
http://tkdn.kemenperin.go.id dbkat produk yang sama meskipun beda dimensi
/export_excel.php

- H I . | | '. ’ DATA TKDN a produk dengan nilai
! posilitasi) (= oisin A

*berlaku sampai Desember 2021

a PT. Sucofindo
3 5265526 ext 403 dan 412 Telp 021-7983666 ext 2390
S erti ﬂ kat T K D N " do_Lebrina Eka Fitriani, Raden Andini Putri CP: Jon Elpin Purba, Shasty Nurvidiani Rahim

Data Sertifikat TKOM yang telzh Sertifikat TKO! ekanitulas ™ E Regulas E-LAPOR
diterbitkan oleh Kementerian ang telah G 2t TKD wforYss um : peraturan mengenai PSON dan Portal pengaduan

terkait P3DN
Perinaustrian

'@t|<.dn.ken"uer'lperin.go.id @ pusatp3dn@kemenperin.go.id ’@pusatp?ﬁdﬂ @pusat_p3dn CD 021-5255509 Ext.4019



&) Fedsinn CAPAIAN NILAI TKDN MASIH BERLAKU

Jumlah Sertifikat Nilai Capaian TKDN
Berlaku ' Seluruhnya <25% 25-40% > 40%
Bahan Penunjang Pertanian 484 665 10 69 611
Mesin dan Peralatan Pertanian 284 500 19 152 197
Mesin dan Peralatan Pertambangan 22 47 8 19 19
Mesin dan Peralatan Migas 784 1.638 601 516
Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling 32 78 25 8 Sudah terdapat
Mesin dan Peralatan Pabrik 68 156 42 31
Bahan Bangunan/Konstruksi 2.033 23-994
Logam dan Barang Logam 2.318 Produk Dalam Negeri
Bahan Kimia dan Barang Kimia 2.951 ber-TKDN
Peralatan Elektronika 722
. |Peralatan Kelistrikan 3.979

Peralatan Telekomunikasi 1.379 13.310

. |Alat Transport 81 209 .
Bahan dan Peralatan Kesehatan 2.407 Produk Dalam Negeri dengan

. |Peralatan Laboratrorium 4 8 0 nilai TKDN di atas 40%
Komputer dan Peralatan Kantor 63 225 20 (Barang Wajib)
Pakaian dan Perlengkapan Kerja 373 10

Peralatan Olahraga dan Pendidikan 94 203 3

Sarana Pertahanan 51 139 5 Datq tanggal:
Barang Lainnya 3.018 3.964 96 28 Februari 2022, 19:00 WIB

Total 14.315 23.994 1.834

Rata-rata sertifikat berlaku selama
3 tahun, jika sudah habis masa
berlaku dapat disertifikasi ulang.

=2
o

Kelompok Barang

O (N0 N [RIWIN =

N R IRIRIRIRIPIFRPR R R
S0 ™ N UAWN PO

sumber data: tkdn.kemenperin.go.id ---- undubh file Excel: http.//tkdn.kemenperin.qo.id/export _excel.php
catatan: 1 (satu) sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 (satu) jenis produk
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http://tkdn.kemenperin.go.id/export_excel.php

& 3 i
REPUBLK WooNESA DAFTAR INVENTARISASI BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

Identifikasi Produk Ber-TKDN Kategori Wajib Berdasarkan DIB

Peralatan Telekomunikasi 40% - 56,48%
Peralatan Olahraga dan Pendidikan 40,04% - 95.49%
Peralatan Elektronika 40% - 85,7%
Komputer dan Peralatan Kantor 40,04% - 95,8%
Pakaian dan Perlengkapan Kerja 40,08% - 98,5%

@ tkdn.kemenperin.go.id @ pusatp3dn@kemenperin.go.id ’@pusathdn @pusat_p3dn @ 021-5255509 Ext.4019
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Kementerian

P SURAT EDARAN MENKOMARVES TENTANG P3DN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Januari 2022
Nomor : B-0087/MENKO/MARVES/PE 0002022
Sifat : Segera
Perihal : Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan
BaranglJasa Pemerintah

Yth.
1. Menteri Kabinet Kerja
2. Jaksa Agung Republik Indonesia
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia
4. Kepala Kepolisian Republlk Indonesia
5. Kepala Lembaga P Non ¥
dl =

Tempat

Dalam upaya 1 p dan pengg Produk Dalam Negeri (PDN)
pada pelak p b 0/ di instansi pemerintah sesuai peraturan
perundang-u: serta 1 arahan Presiden, dengan ini kami sampaikan hal-

hal sebagai berikut:

1. Kewasjiban penggunaan PDN diatur di dalam Pasal 85-89 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2014 tentang Peri ian yang dil sesuai komponen dalam
negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam
Negerl. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangfJasa
Pemerintah sebagaimana diubah pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus telah

PDN sejak p spesifikasi teknis/KAK barang/jasa

. Untuk memastikan pelaksanaan hal di atas, Presiden telah membentuk Tim Nasional
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun
2018) dan Tim Gerakan Naslonal Bangga Buatan Indonesia (Kepulusan Presiden Nomor
15 Tahun 2021). Hal ini b j untuk 1 KL dan
pembelian pfoduk-produk dalam negeri.

3. Berdasark

1 p gan but di atas, agar menjadi perhatian:

a. Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung RI, Panglima Tentara Nasional Indonesia
Kapala Kapolisian RI, dan Kepala | amh, Non K

i) mengendalikan penggunaan pvoduk impor dalam setiap pengadaan barang/jasa
di instansi masing-masing melalui arahan tertulis kepada para Pejabat Pimpinan
Tlnggl Madya, Pratama, dan Kepala Satuan Koqa instansi sebagaimana telah

di Ki ian PUPR dan K Perir ian, dan

arahan tertulis sebagaimana dimaksud pein i) dapat berisi:

a) wajib k PDN yang
mamlilki nilai TKDN minimal 25% apabila telah terdapat PDN dengan

Jakan M. H. Thamnn Nomor 8 Jakarta Pusat 10340
Talepon: +62 21 23961100, emak kamenkomarsmd@maritim. ao.id

Menkomaritim dan Investasi telah
mengirimkan surat no B-
0087/MENKO/MARVES/PE.00/1/2022
kepada seluruh pimpinan
Kementerian dan Lembaga Negara.

Salah satu point pada surat tersebut

adalah mendorong seluruh pimpinan
untuk membentuk Tim P3DN sesuai
amanat PP no 29 tahun 2018 tentang
Pemberdayaan Industri

@ tkdn.kemenperin.go.id @ pusatp3dn@kemenperin.go.id ’@pusathdn @pusat_p3dn @ 021-5255509 Ext.4019
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& Y i PENGAWASAN DAN SANKSI
BERDASARKAN PP NO 29 TAHUN 2018

) P E N GAWASAN Untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan P3DN termasuk konsistensi komitmen

pengguna PDN dan/atau produsen barang dan/atau penyedia jasa

PP 29/2018 dilakukan c_’IEh: Produsen barang/penyedia jasa dikenakan sanksi bila:
Pasal 76 APIP, Pejabat Pengawas . \embuat, menyampaikan dokumen, keterangan lain yang tidak benar terkait nilai TKDN
Internal, Tim P3DN * Ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan Barang/Jasa produksi dalam negeri

* Melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, penyelenggaraan whistleblowing system
* Dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima
dilakukan oleh: ; ; . o .
Perpres 16/2018 R . . pekerjaan. dengan ruang lingkup: pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya; kepatuhan terhadap
Pasal 76 Pimpinan instansi peraturan; pencapaian TKDN; penggunaan PDN; pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil;
melalui APIP dan pengadaan berkelanjutan.

PEJABAT PENGADAAN . PRODUSEN BARANG/
PP 29/2018 Pasal 107-108 Ijio) PENYEDIA JASA

& Sanksi yang diberikan: PP 29/2018 Pasal 109-110
LEMBAGA VERIFIKASI @ Peringatan tertulis ‘® _..) Sanksi yang diberikan:
PP 29/2018 Pasal 106

@ Pencabutan sertifikat TKDN

@ Denda administratif

Sanksi yang diberikan: Sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak @ Pencantuman dalam daftar hitam

pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling
@ Peringatan tertulis tinggi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) @ Denda administratif

. .. * Pengurangan pembayaran sebesar selisih antara
Pencabutan penunjukan sebagai Pemberhentian dari jabatan nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN

Lembaga verifikasi independen TKDN pengadaan Barang/Jasa pelaksanaan paling tinggi 15% (lima belas persen)
* 3 (tiga) kali nilai barang yang diimpor

J
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Kementerian
Perindustrian

REPUBLIE INDONESIA

PENGAWASAN DAN SANKSI

BERDASARKAN PP NO 29 TAHUN 2018

Pasal 107

(1) Pejabat pengadaan Barang/Jasa pada lembaga negara,
kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,
lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat
daerah, badan usaha milik negara, badan hukum lainnya
yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan
badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
57 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 61 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan
sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; dan/atau

c. pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 108

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
107 ayat (1) huruf b wajib disetor ke kas negara atau kas
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak surat pengenaan sanksi denda administratif
ditetapkan.

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penerimaan negara bukan pajak atau
penerimaan daerah.

@ tkdn.kemenperin.go.id

Pasal 109

Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa vyang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 ayat (6), Pasal 61 ayat (7), dan/atau Pasal 76 ayat (3)
dikenakan sanksi administratif berupa:

a. pencabutan sertifikat TKDN;
b. pencantuman dalam daftar hitam; dan

c. denda administratif.

Pencabutan sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan oleh pejabat yang
menandasahkan sertifikat TKDN.

Pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dikenakan apabila produsen Barang dan/atau
penyedia Jasa melanggar ketentuan:

a. Pasal 61 ayat (6) berupa pengurangan pembayaran
sebesar selisih antara nilai TKDN penawaran dengan
nilai TKDN pelaksanaan paling tinggi 15% (lima belas
persen); dan

@ pusatp3dn@kemenperin.go.id ’@pusathdn @pusat_p3dn @ 021-5255509 Ext.4019
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y Perindustrian

@)  REPUBLIK INDONESIA

0812-3644-6344

LAYANAN KONSULTASI PUSAT P3DN y Kementerian




